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WALIKOTA PASURUAN 

 

 
PERATURAN WALIKOTA  

NOMOR 62 TAHUN 2012 

 

T E N T A N G 
 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2013 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA PASURUAN, 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan 

Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 perlu menetapkan 

Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan 

Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita 

Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

551); 

 

  2.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 

  3.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

 

  4.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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  5.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang  

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

 

  6.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 

  7.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844); 

 

  8.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang  

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik  

Indonesia Nomor 4438); 

 

  9.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 , Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

 

  10.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

 

  11.  Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik  

Indonesia Nomor 4028); 

 

  12.  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Kedudukan Keuangan Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4416) sebagaimana telah diubah yang Ketiga kali dengan  

dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21  

Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4712); 

 

  13.  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012; 
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  14.  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

 

  

  

 15.  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang   

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

 

  16.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 

  17.  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik  

Indonesia Nomor 4585); 

 

  18.  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

 

  19.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

 

  20.  Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang  

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepada 

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Kepala daerah Kepada dewan Perwakilan Rakyat Daerah   

dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693); 

 

  21.  Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun  2009 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara 

Tahun 2009  Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor  

4972); 

 

  22.  Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun  2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara  

Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara  

Nomor  5161); 

 

  23.  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 

  24.  Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219); 
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 25.  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5272); 

 

  26.  Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun  2007, tentang 

Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan 

Perundang-undangan; 

 

  27.  Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007, tentang 

Tunjangan Tenaga Kependidikan; 

 

  28.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 21 Tahun 2011; 

 

  29.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008, 

tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 

dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil 

Cukai Tembakau sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009; 

 

  30.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 

 

  31.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial  

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 39 Tahun 2012; 

 

  32.  Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2007 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 01 

Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 02 

Seri E); 

 

  33.  Peraturan Daerah  Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2010 

tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 

Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan 

Lembaran Daerah Nomor 05); 

 

  34.  Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 

tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01 

Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 

01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah 

Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Pasuruan Nomor 07); 

 

  35.  Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan  

Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 

Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan 

Nomor 06); 

 

  36.  Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2010 

tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 02); 
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  37.  Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2010 

tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Pasuruan 

Tahun 2010 Nomor 09); 

 

  38.  Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2010 

tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda 

Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota 

Pasuruan Tahun 2010 Nomor 10); 

 

  39.  Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2010 

tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum 

(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 12); 

 

  40.  Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2010 

tentang Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 

(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 13); 

 

  41.  Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 20 Tahun 2010 

tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan 

Tahun 2011 Nomor 01); 

 

  42.  Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 21 Tahun 2010 

tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 02 ); 

 

  43.  Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 22 Tahun 2010 

tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 

2011 Nomor 03); 

 

  44.  Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2011 

tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pasuruan 

Tahun 2011 Nomor 22); 

 

  45.  Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2011 

tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan 

Tahun 2011 Nomor 23); 

 

  46.  Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 04 Tahun 2011 

tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Pasuruan 

Tahun 2011 Nomor 26); 

 

  47.  Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2011 

tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota 

Pasuruan Tahun 2011 Nomor 27); 

 

  48.  Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2011 

tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah 

Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 44); 

 

  49.  Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2011 

tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 

(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 31); 

 

  50.  Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2011 

tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan 

Mayat (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 

35); 

 

  51.  Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2011 

tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota 

Pasuruan Tahun 2011 Nomor 41); 

 

  52.  Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2011 

tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran 

Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 25); 
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  53.  Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2011 

tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 

(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 17); 

 

  54.  Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota  

Pasuruan Tahun 2011 Nomor 28); 

 

  55.  Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2011 

tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 43);  

 

  56.  Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2011 

tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah 

Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 32); 

 

  57.  Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2011 

tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran 

Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 30); 

 

  58.  Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2011 

tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota 

Pasuruan Tahun 2011 Nomor 42); 

 

  59.  Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 17 Tahun 2011 

tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota 

Pasuruan Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Pasuruan Nomor 18); 

 

  60.  Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2011 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, 

Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kota Pasuruan (Lembaran 

Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 12); 

 

  61.  Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota 

Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan 

Nomor 13); 

 

  62.  Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis 

Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan 

Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Pasuruan Nomor 14); 

 

  63.  Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 27 Tahun 2011 

tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan 

(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 15); 

 

  64.  Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2011 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kota Pasuruan Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota 

Pasuruan Tahun 2011 Nomor 08); 

 

  65.  Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 29 Tahun 2011 

tentang Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan 

Tahun 2011 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Pasuruan Nomor 25); 
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  66.  Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2012 

tentang Pembentukan Kecamatan Kandang Sapi (Lembaran 

Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 17) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan 

Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan 

Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Pasuruan Nomor 19); 

 

  67.  Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2012 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2013. 

 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2013 

 

Pasal  1 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 terdiri atas: 

 

a. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 

1) pendapatan asli daerah sejumlah            Rp.   51.343.071.086,00 

2) dana perimbangan sejumlah                     Rp. 403.355.805.641,00 

3) lain-lain pendapatan daerah yang sah  Rp.   50.454.271.781,00 

 jumlah pendapatan                                            Rp. 505.153.148.508,00 

b. Belanja  

 belanja tidak langsung 

1) belanja pegawai Rp. 255.837.035.260,00 

2) belanja bunga Rp.                          0,00 

3) belanja subsidi Rp.                          0,00 

4) belanja hibah Rp.   25.181.486.000,00 

5) belanja bantuan sosial Rp.     7.962.211.676,00 

6) belanja bagi hasil Rp.                          0,00 

7) belanja bantuan keuangan Rp.     2.061.943.980,00 

8) belanja tidak terduga                                           Rp.     2.000.000.000,00 

                                                                                      Rp. 293.042.676.916,00 

belanja langsung  

1) belanja pegawai                                             Rp.  64.158.684.431,00 

2) belanja barang dan jasa                      Rp.100.928.103.346,00 

3) belanja modal                                                      Rp.  71.855.896.763,00 

                                                                    Rp.236.942.684.540,00 

  jumlah belanja                                  Rp.529.985.361.456.00 

  surplus/(defisit) (Rp. 24.832.212.948,00) 
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c. Pembiayaan: 

1) penerimaan               Rp.   42.422.212.948,00 

2) pengeluaran                                                   Rp.   17.590.000.000,00 

 jumlah pembiayaan neto Rp.   24.832.212.948,00 

 Sisa lebih pembiayaan anggaran  

 tahun berkenaan  Rp.                        0,00 

 

Pasal 2 
 

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum 

dalam Lampiran I Peraturan Walikota  ini. 

 
Pasal 3 

 

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut 

dalam Lampiran II Peraturan Walikota  ini. 

 

Pasal 4 

 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota  ini.  

 

Pasal 5 

 

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini 

dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja 

perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

 

Pasal 6 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan. 

 Ditetapkan di: Pasuruan 

 pada tanggal : 27 Desember 2012F 

ebruari 2 

WALIKOTA PASURUAN, 

 

                                      Ttd, 

HASANI 
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Diundangkan di : Pasuruan 

pada tanggal : 27 Desember 2012F        
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN 

 

Ttd                      Ttd,  
 

BAHRUL ULUM 

 

 

 

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2012, NOMOR 62 

 

 

 


